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o Dewan Minta Temuan BPK Rl
Segera Ditindaklanjuti

PALANGKA RAYA - Kepala Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara
VIBPK RI Perwakilan Kalteng Dr Dori Santosa, SE, MM, CSFA, CFrA, dalam
sambutannya menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15
Tahun 2004 dan 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPT
tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dori mengatakan, terdapat kelemahan sistem pengendalian interen dan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan
keuangan daerah yang harus mendapat perhatian Pemprov Kalteng, -

Di antaranya yaitu penatausahaan keuangan OPD, pe-
nyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ)belanjadan % ke Halaman 4
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10 Temuan BPK -

RI untuk Pemprov

@ Sambungan Hal 1

kualitas informasi keuangan
OPD yang belum memadai.
Kemudian, pengelolaan Pa-
jak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB) yang
belum memadai, terdapat
kesalahan klasifikasi pen-
ganggaran pada Dinas Pen-
didikan (Disdik) Kalteng
senilai Rp13,31 miliar dan
standar biaya uang harian
perjalanan dinas dalam dae-
rah tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, pengelolaan
hibah belanja dan bantuan
sosial belum sepenuhnya
tertib, PPK Disdik belum
memutus kontrak, belum
mencairkan jaminan pelak-
sanaan dan belum mengena-
kan denda keterlambatan

atas paket pengadaan belanja
modal peralatan serta mesin
hitung yang tidak sesuai.

Realisasi belanja mo-
dal jalan, irigasi dan jem-
batan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
(PURP), belum sesuai keten-
tuan senilai Rp2.2 miliar, re-
alisasi belanja modal gedung
dan bangunan pada Disdik
belum sesuai ketentuan se-
nilai Rp812,26 Juta.

Penatausahaan peman-
faatan dan pengamanan
aset tetap pada Pemprov
Kalteng belum sepenuhnya
memadai, serta yang terakhir
adalah kebijakan penetapan
Uang Persediaan (UP) OPD
Pemprov Kalteng TA 2021
tidak sesuai ketentuan.

Atas 10 hasil pemerik-
saan tersebut, BPK-RI men-
egaskan kepada Pemprov
Kalteng agar menindak-

lanjuti rekomendasi yang
telah diberikan selambat-
lambatnya 60 hari setelah
laporan diterima.

“Laporan hasil pemerik-
saan ini akan lebih bernilai,
apabila diikuti dengan tinda-
klanjut sebagaimana direko-

~ mendasikan BPK. Sehingga

Pemprov Kalteng wajib
menindaklanjuti selambat-
lambatnya 60 hari setelah
rekomendasi diterima,” tan-
dasnya.

Segera T'ndak Lanjut
Sementera itu, kalangan
DPRD Kalteng mendorong

"Pemprov untuk menindak-
lanjuti 10 hasil temuan BPK

DPRD Kalteng yang mem-
bidangi Hukum, Anggaran
dan Pemerintahan Kuwu
Senilawati, kepada Taben-
gan di Gedung Dewan, Rabu
(18/5), mengatakan, hasil
temuan BPK RI hampir
serupa dengan pembahasan
yang dilaksanakan tim Pani-
tia Khusus (Pansus) Laporan
Keuangan Pemerintah Dae-
rah (LKPD) tahun anggaran
2021.

“Perbedaan antara pan-
sus dan BPK RI, kita tidak
menyebutkan nilai karena
secara tupoksi dan teknis
bukan kewenangan DPRD
dan kita hanya melak-
sanakan pembahasan serta

dari hasil temuan BPK RI,
terdapat sejumlah poin yang
bersentuhan dengan Komisi
I DPRD Kalteng. :
Di antaranya yaitu pen-
gelolaan PBBKB yang be-
lum memadai, standar biaya
uang harian perjalanan dinas
dalam daerah tidak sesuai
ketentuan, serta pengelolaan
hibah belanja dan bantuan

sosial yang belum sepenuh-

nya tertib.

" “Bicara masalah penge-
lolaan, artinya masalah
utama bukan terletak pada

Raya ini juga mengatakan,

bagaimana pemerintah dae-
rah menggali Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang
bersumber dari pajak. Tetapi
bagaimana pemerintah bisa
mengoptimalisasi pajak
dari segi pengelolaan yang
sesuai dengan ketentuan,”
ujarnya.

Kendati demikian, sam-
bungnya, Komisi I DPRD
Kalteng berkomitmen untuk
melaksanakan fungsi pen-

_ gawasan terhadap temuan

BPK-RI, agar hasil temuan
tersebut mendapat perhatian
dan segera diselesain dalam

RI, yang telah ditandatan- menjalankan fungsi penga-
gani dan diserahterimakan  wasan,” ucapnya.
pada Rapat Paripurna Ke-8, Wakil rakyat dari Daerah
Masa Persidangan I Tahun  Pemilihan I meliputi Kabu-
. Sidang 2022. paten Katingan, Gunung Mas
Wakil Ketua Komisi I  (Gumas) dan Kota Palangka’
jangka waktu 60 hari.
“Ada beberapa temuan
yang juga berhubungan den-

gan Komisi 1 yang mem-
bidangi keuangan. Tentu-
nya kita sepakat dengan apa
yang telah disampaikan oleh
BPK-RI perwakilan Kalteng,
bahwa DPRD wajib melak-
sanakan fungsi pengawasan
dan kita akan mengingatkan
Pemprov Kalteng, agar hasil
temuan ini bisa segera dise-
lesaikan dalam kurun waktu
60 hari,” pungkas politisi dari
Partai Gerakan Indonesia
Raya ini. ™ nvd




